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Abstract 

The practice of tebantigo, which is developing in Ngambon Village, 

Ngambon District, Bojonegoro Regency, is a form of mutually beneficial 

cooperation between landowners and cultivators. This phenomenon is 

interesting to study because it is socially considered fair and productive, 

but from an Islamic legal perspective, its compliance with the provisions 

of the ijarah contract, which has certain conditions and pillars, needs to be 

reviewed. This study aims to analyze the compliance of the practice of 

tebantigo in Ngambon Village, Ngambon District, Bojonegoro Regency, 

with the principles of the ijarah contract in the fiqh of the four schools of 

thought. The practice of tebantigo is a system of cooperation between 

landowners and cultivators, where the landowner grants the cultivator the 

right to manage the land in exchange for the right to use it in the following 

season. Although socially this practice is considered fair and mutually 

beneficial, from an Islamic legal perspective, it is necessary to examine 

whether the contract fulfills the pillars and requirements of ijarah. This 

research is a field study using a descriptive analytical approach by 

reviewing classical fiqh literature, as well as field data through observation 

and interviews with tebantigo practitioners. The research results show that 

the practice of tebantigo is substantially similar to the ijarah contract, 

particularly in terms of the exchange of benefits and the inclusion of a 

reward element. However, in several respects, such as the clarity of wages 

and the duration of land use, this practice does not fully comply with the 

requirements of ijarah according to the four schools of Islamic 

jurisprudence. Therefore, the practice of tebantigo needs to be adjusted to 

the principles of transparency and clarity of the contract to align with 

Islamic law. 
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Pendahuluan 

Islam sebagai ajaran yang komprehensif mencakup semua ranah dalam 

kehidupan manusia. Semua Tindakan manusia harus tunduk terhadap ajaran 

Islam, karena tujuan utama dari ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan 

bagi manusia dan menghindarkannya dari segala macam bentuk kerusakan baik 
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pada dimensi dunia maupun akhirat.
1
 Ajaran Islam mencakup ranah teologi, 

norma, dan etika.
2
 Dalam ranah hukum, biasa dikenal dengan istilah fiqih yang 

mencakup ranah ibadah, muamalah, pernikahan, dan pidana. 

Fiqih muamalah mengatur segala aktifitas ekonomi manusia, baik pada 

bidang produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam kajian fiqih muamalah, 

ditentukan bentuk transaksi yang dilegalkan dalam Hukum Islam dan regulasi 

yang mengikat pada transaksi tersebut. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta 

hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi yang menguntungkan kedua 

belah pihak dan tidak merugikan keduanya.
3
 

Dalam khazanah hukum Islam, akad ijarah merupakan salah satu bentuk 

akad muamalah yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. Akad ijarah menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan 

dan keseimbangan antara pihak yang memiliki sumber daya dengan pihak yang 

membutuhkan manfaat dari sumber daya tersebut.
4
 Konsep ijarah tidak hanya 

terbatas pada praktik sewa-menyewa dalam konteks barang, tetapi juga meluas 

pada penyewaan jasa atau pekerjaan tertentu.  

Seiring perkembangan masyarakat, bentuk-bentuk kerja sama yang 

menyerupai akad ijarah banyak ditemukan dalam praktik ekonomi tradisional di 

pedesaan. Salah satunya adalah praktik tebantigo yang berkembang di Desa 

Ngambon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Praktik tebantigo 

muncul sebagai respons terhadap ketimpangan kepemilikan lahan dan 

keterbatasan modal di kalangan masyarakat desa. Melalui sistem ini, pemilik 

lahan dan penggarap melakukan kerja sama yang saling menguntungkan: pemilik 

lahan menyediakan lahan dan modal untuk penggarapan pada musim hujan, 

sedangkan penggarap melaksanakan pekerjaan pengolahan lahan dengan imbalan 

berupa hak pakai lahan pada musim kemarau. Sistem ini secara sosial dianggap 

adil dan membantu optimalisasi lahan pertanian, namun dari sisi hukum Islam, 

bentuk akad semacam ini memerlukan kajian mendalam untuk menentukan 

kesesuaiannya dengan rukun dan syarat sah akad ijarah. 

Kajian fiqih menunjukkan bahwa keabsahan akad ijarah ditentukan oleh 

terpenuhinya rukun dan syarat, seperti kejelasan objek manfaat, kejelasan upah, 

kesesuaian ijab dan qabul, serta kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian yang mengkaji kesesuaian praktik tebantigo dengan prinsip-
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prinsip ijarah menurut empat madzhab fiqih, guna menilai apakah praktik tersebut 

dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang sah menurut hukum Islam. 

Artikel penelitian ini merupakan artikel penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Dalam artikel ini, penulis 

mengumpulkan data terkait dengan praktik tebantigo di Desa Ngambon, 

Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro melalui wawancara dan observasi. 

Hasil temuan lapangan dijadikan sebagai bahan untuk mendeskripsikan praktik 

tebantigo secara utuh. Kemudian menganalisa praktik tersebut dengan 

menggunakan teori akad ijarah dalam hukum Islam. 

Kajian Teori 

Ijarah menurut bahasa adalah upah sedangkan menurut istilah dalam 

kajian fiqih adalah memberikan kemanfaatan barang atau jasa dengan adanya 

pemberian imbalan dengan adanya ketentuan beberapa syarat tertentu
5
. Dari 

pengertian tersebut dapat dilihat bahwasanya yang dimaksud dengan ijarah adalah 

pengambilan manfaat dari suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak 

berkurang sama sekali, dan yang berpindah hanyalah manfaat dari barang tersebut 

seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya pemusik. Bahkan bisa juga berupa 

jasa dari orang tertentu seperti jasa memasak, membersihkan, atau mengangkat 

benda. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah 

suatu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau 

jasa dengan adanya upah atau imbalan atas jasa permanfaatan barang atau jasa 

tersebut. 

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang lazim (mengikat) bagi 

kedua belah pihak yang menyepakatinya. Menurut mayoritas ulama fiqih, 

sebagaimana dalam akad yang lazim lainnya, akad ijarah tidak dapat dibatalkan 

secara sepihak oleh kedua belah pihak kecuali terjadi kondisi di mana kesepakatan 

ini tidak dapat dieksekusi, seperti hancurnya rumah yang hendak disewakan atau 

meninggalnya pihak yang menyediakan jasa.
6
 Sedangkan menurut ulama 

madzhab Hanafi, akad ijarah adalah kesepakatan yang mengikat dan tidak bisa 

dibatalkan kecuali terdapat udzur tertentu.
7
 

Akad ijarah ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi dua macam yaitu 

ijarah `ala `ayn dan ijarah `ala dzimmah.
8
 Ijarah `ala `ayn adalah kesepakatan 

penyewaan atas hak guna atau hak pakai suatu barang tertentu seperti rumah, 

pakaian, dan kendaraan. ijarah `ala dzimmah adalah kesepakatan pemberian upah 
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atas suatu pekerjaan atau jasa, seperti mengangkat barang, mengirimkan barang, 

dan membersihkan rumah. 

Setiap akad yang diakui legalitasnya dalam syariat memiliki rukun dan 

syaratnya masing-masing yang harus terpenuhi. Dalam akad ijarah, para ulama 

fiqih berbeda pendapat terkait jumlah rukun di dalamnya. Menurut mayoritas 

ulama fiqih dalam akad ijarah terdapat empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu: 

shighat ijab qabul, upah, manfaat barang/jasa, dan dua pihak yang 

melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, dalam akad 

ijarah terdapat satu rukun, yaitu: shighat ijab qabul.
9
 Sedangkan dua pihak yang 

melangsungkan akad, upah dan manfaat barang merupakan bagian dari akad, dan 

sebagai pelengkap akad maka akad tidak akan sah kecuali jika semua rukun 

tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, perselisihan tersebut bersifat lafdzi dan 

tidak ada implikasinya dalam praktiknya
10

. 

Setiap rukun memiliki persyaratan yang harus terpenuhi, apabila terdapat 

satu syarat yang tidak terpenuhi maka rukun tersebut dianggap tidak terpenuhi dan 

berdampak pada tidak sahnya kesepakatan tersebut. Dalam rukun shighat terdapat 

beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu: 1) tercapainya kesepakatan 

akad ijarah dengan ijab dan qabul 2) terdapat kesesuian antara ijab dan qabul 3) 

ucapan ijab dan qabul tidak terpisah dengan diam yang lama atau ucapan lain 

yang tidak berkaitan dengan transaksi ijarah 4) kesepakatan transaksi ijarah tidak 

dikaitkan dengan dengan suatu kondisi tertentu.
11

 

Dalam rukun upah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih 

terkait persyaratan yang dipenuhi. Secara umum, persyaratan upah pada akad 

ijarah sama dengan persyaratan tsaman (harga pembayaran) dalam akad jual beli.  

Menurut pendapat ulama madzhab Syafi`I, persyaratan dalam rukun upah akad 

ijarah adalah sebagai berikut: 

1. Upah berupa harta yang suci 

2. Upah berupa harta yang dapat diambil manfaatnya dan dilegalkan oleh 

syariat Islam 

3. Upah dapat diserahterimakan kepada pihak yang menyewakan barang 

atau jasa 

4. Upah berupa harta yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik 

jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya. 

5. Bentuk upah disebutkan dalam kesepakatan 
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6. Upah diserahkan secara kontan saat transaksi dilakukan pada akad 

ijarah dengan objek berupa jasa.
12

 

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Hanbali sama dengan pendapat 

madzhab Syafi`I di atas kecuali satu persyaratan yaitu penyebutan bentuk upah 

dalam kesepakatan. Menurut mereka, hal ini tidak menjadi persyaratan secara 

mutlak. Penyebutan upah dalam kesepakatan akad hanya diwajibkan pada 

transaksi ijarah yang tidak berlaku kebiasaan tertentu terkait bentuk upahnya. 

Sedangkan dalam transaksi ijarah yang terdapat kebiasaan terkait bentuk upahnya 

maka tidak diharuskan menyebutkan upah dalam kesepakatan.
13

 

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Maliki sama dengan pendapat 

madzhab Hanbali di atas kecuali satu persyaratan yaitu penyerahan upah secara 

tunai di muka. Menurut mereka, penyerahan upah disesuaikan dengan 

kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila dalam kesepakatan ditentukan 

upahnya harus tunai maka penyerahan upah harus dilakukan di muka. Sedangkan 

apabila dalam kesepakatan ditentukan penyerahan upah di akhir maka 

diperbolehkan untuk melakukan penyerahan upah di akhir. Dalam hal tidak 

ditentukan klausul penyerahan upah dalam transaksi, penyewa dapat melakukan 

penyerahan upah di awal atau di akhir.
14

 

Persyaratan upah menurut ulama madzhab Hanafi sama dengan pendapat 

madzhab Maliki di atas. penyerahan upah disesuaikan dengan kesepakatan antara 

dua belah pihak. Apabila dalam kesepakatan ditentukan upahnya harus tunai maka 

penyerahan upah harus dilakukan di muka. Sedangkan apabila dalam kesepakatan 

ditentukan penyerahan upah di akhir maka diperbolehkan untuk melakukan 

penyerahan upah di akhir. Perbedaan antara kedua madzhab ini adalah dalam 

kondisi tidak adanya penyebutan klausul penyerahan upah baik di awal atau di 

akhir, menurut madzhab Hanafi penyerahan upah dilakukan secara bertahap. 

Penyerahan upah dapat dilakukan secara bertahap setiap hari, setiap pekan, atau 

setiap bulan.
15

 

Para ulama sepakat mempersyaratkan upah harus berbentuk harta yang 

bernilai ekonomis. Harta dalam pembahasan pada fiqih muamalah terdiri dari dua 

macam, yaitu: harta berupa barang, dan harta berupa manfaat dari suatu barang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah pada akad ijarah dapat berupa barang 

dan dapat berupa hak guna atau hak pakai atas suatu barang. Hanya saja terdapat 

perbedaan pendapat di kalangan ulama, apabila upah berbentuk hak pakai yang 

serupa dengan objek akad ijarah, seperti menyewakan suatu rumah dengan upah 
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berbentuk hak pakai atas suatu rumah yang lain. Menurut mayoritas ulama hal ini 

diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak 

diperbolehkan.
16

 

Terdapat beberapa persyaratan yang terpenuhi pada rukun kegunaan barang 

atau jasa dalam akad ijarah, yaitu: 

1. Kegunaan barang atau jasa memiliki nilai ekonomis. 

2. Kegunaan barang atau jasa dapat diketahui jenis, kadar dan sifatnya. 

3. Kegunaan barang atau jasa dapat diserahterimakan. 

4. Kegunaan barang atau jasa dimanfaatkan oleh penyewa barang atau 

pemberi upah jasa. 

5. Pemanfaatan barang atau jasa tidak berdampak pada berkurangnya fisik 

barang atau badan penyedia jasa.
17

 

Dua pihak yang melakukan akad ijarah baik penyewa barang atau pemilik 

barang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu: 

1. Kedua pihak harus sudah mencapai usia baligh. 

2. Kedua pihak harus dalam kondisi berakal saat melakukan kesepakatan 

akad ijarah. 

3. Kedua pihak tidak sedang dicegah melakukan transaksi saat kesepakatan 

dilakukan. 

4. Kedua pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan tidak di bawah 

ancaman. 

5. Kedua pihak memiliki kewenangan untuk melakukan kewajibannya.
18

 

Pihak yang disewa untuk melakukan pekerjaan (ajir) dalam akad ijarah `ala 

dzimmah terdapat dua jenis, yaitu: ajir khash dan ajir musytarak. Ajir khash 

Adalah Pekerja yang terikat waktu tertentu dengan satu pihak. Contoh: pembantu 

rumah tangga, sopir pribadi, buruh tani. Sedangkan ajir musytarak Adalah Pekerja 

yang tidak terikat dengan satu pihak yang bisa bekerja untuk banyak orang, 

seperti penjahit, penyedia jasa laundry, dan penyedia jasa ekspedisi. 

Dalam Akad ijarah `ala dzimmah (objek akad berupa pekerjaan atau jasa) 

terdapat persyaratan tambahan atas persyaratan pada akad ijarah `ala `ayn (objek 

akad berupa manfaat barang). Adapun persayaratan tambahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Jasa yang menjadi objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak. 

2. Adanya penjelasan tenggat waktu pengerjaan pada akad yang dilakukan 

oleh ajir khash. 
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3. Jasa yang menjadi objek akad harus dapat dilaksanakan secara faktual 

dan syariat. 

4. Jasa yang menjadi objek akad merupakan aktivitas yang diperbolehkan 

dalam Syariat Islam. 

5. Jasa yang menjadi objek akad bukan merupakan aktivitas yang wajib 

dilakukan oleh penyedia jasa sebelum akad ijarah, seperti shalat, puasa, 

dan haji. 

6. Pihak pekerja tidak mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang 

dilakukan. Maka tidak diperbolehkan menyewa jasa penyembelih hewan 

dengan upah berupa Sebagian daging dari hewan yang disembelih. 

7. Upah harus diserahkan secara kontan di awal. Hal ini dipersyaratkan 

oleh ulama madzhab Syafi`I, sedangkan menurut jumhur ulama 

penyerahan upah tidak harus dilakukan secara kontan kecuali kalau ada 

klausul dalam kesepakatan kerja yang mengharuskan penyerahan upah 

secara kontan.
19

    

Akad ijarah dibagi menjadi dua macam berdasarkan hukumnya, yaitu ijarah 

shahihah dan ijarah fasidah. Ijarah shahihah adalah akad ijarah yang telah 

memenuhi semua rukun dan persyaratannya, sedangkan ijarah fasidah adalah 

akad ijarah yang terdapat salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Dampak 

hukum atas ijarah shahihah adalah pihak musta`jir (penyewa) berhak untuk 

memiliki hak guna atas barang yang disewakan, dan pihak mu`jir (yang 

menyewakan) memiliki ha katas upah yang telah disepakati.  

Ulama empat madzhab berbeda pendapat terkait dampak hukum dari akad 

ijarah fasidah. Menurut ulama madzhab Syafi`I, apabila pihak penyewa telah 

menggunakan hak guna barang atau jasa maka pihak mu`jir berhak atas ujrah 

mitsil (upah standar) meskipun ujrah mitsil lebih tinggi dari upah yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Ulama madzhab Hanafi membagi ijarah 

fasidah menjadi dua macam, akad ijarah fasidah yang disebabkan oleh adanya 

klausul yang mengakibatkan tidak sahnya akad, dan ijarah fasidah yang 

disebabkan oleh ketidakjelasan upah, dan tidak disebutkannya upah dalam 

kesepakatan. Dampak hukum atas ijarah fasidah kategori pertama adalah pihak 

mu`jir berhak mendapatkan upah yang bernilai paling kecil antara upah standar 

dan upah yang disepakati. Dampak hukum atas ijarah fasidah kategori pertama 

adalah mu`jir berhak mendapatkan upah standar meskipun nilainya lebih tinggi 

dari upah yang disepakati.
20

 

Praktik tebantigo di Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten 

Bojonegoro 
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Desa Ngambon terletak di Bojonegoro bagian barat. Tepatnya di 

Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Secara 

geografis, Desa Ngambon berada di dataran rendah dengan ketinggian 0–5 meter 

di atas permukaan laut, dan mayoritas wilayahnya memiliki kemiringan tanah 

antara 0–8%. Hal ini menjadikan desa ini cocok untuk kegiatan pertanian, terlebih 

60% dari total luas wilayah desa Ngambon berupa lahan pertanian. 

Luasnya lahan pertanian di desa Ngambon tidak berimbang lurus dengan 

jumlah warga yang menekuni profesi sebagai petani. Pada tahun 2024 jumlah 

penduduk Desa Ngambon sebanyak 2.616. Dari jumlah tersebut, 1.500 di 

antaranya berusia produktif yaitu antara 18 sampai 50 tahun. Namun, jumlah 

penduduk yang menekuni profesi sebagai petani hanya berjumlah 125 orang. 

Sisanya, berprofesi sebagai pedagang, buruh pabrik, peternak sapi, dan tenaga 

kerja migran di luar negeri. 

Dalam pengelolaan lahan pertanian, masyarakat Desa Ngambon 

menghadapi berbagai tantangan, dalam hal keterbatasan modal, fluktuasi harga 

hasil panen, hingga masalah alih fungsi lahan. Seperti pihak penggarap tidak 

mempunyai lahan untuk dikelola, dan membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, pemilik lahan tidak dapat mengelola lahannya sendiri karena 

berbagai faktor seperti sudah tidak mempunyai suami, ataupun sudah lanjut usia, 

dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan sehingga menjadikan 

lahan tersebut terbengkalai. Fenomena ini sudah berjalan sejak krisis moneter 

pada tahun 1997 dan berlangsung hingga saat ini.
21

 

Masyarakat Desa Ngambon merespon kondisi ini dengan melakukan 

musyawarah Bersama antara pemilik lahan dan buruh tani yang diinisiasi oleh 

kepala Desa pada awal tahun 2000. Dalam musyawarah tersebut, mereka 

mencetuskan format baru Kerjasama antara pemilik lahan dan buruh tani yang 

diberi nama tebantigo. Kata tebantigo merupakan gabungan dari dua kata, yaitu 

teban dan tigo. Kata teban dalam Bahasa Jawa dialek lokal Bojonegoro bermakna 

membersihkan lahan pertanian. Adapun kata tigo berasal dari kata ketigo yang 

artinya musim kemarau.
22

 

Format Kerjasama tebantigo dianggap sebagai Solusi yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan buruh tani. 

Melalui Kerjasama ini, pemilik lahan dapat memanfaatkan lahan miliknya tanpa 

harus turun langsung menggarap lahannya dan bisa meminimalisir biaya. Di sisi 

lain, buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dapat menggarap lahan 

pertanian tanpa menyewa lahan. Sistem ini memungkinkan pemilik lahan dan 

penggarap untuk berbagi peran dan tanggung jawab, sehingga optimalisasi lahan 

pertanian dapat tercapai tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan. 

Pelaksanaan sistem tebantigo ini dimulai dengan perjanjian antara pemilik 

lahan dan penggarap yakni kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama 

dalam mengelola lahan sawah dengan sistem pemilik lahan menyewa jasa 
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penggarap untuk menggarapkan lahannya untuk ditanami padi. Perjanjian ini 

dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya. Prinsip utama yang dipegang 

dalam perjanjian ini adalah keadilan dan saling menguntungkan, di mana pemilik 

lahan dan penggarap sama-sama memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.
23

 

Kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang mengatur 

kontribusi dan tanggung jawab. Dalam sistem ini pemilik lahan menyewa jasa 

penggarap untuk mengelolah lahan, kemudian pemilik lahan juga berperan 

sebagai penyedia modal utama. Modal yang diberikan mencakup seluruh 

kebutuhan penanaman hingga pemanenan padi, mulai dari pembelian benih, 

pupuk, biaya pengolahan tanah, hingga biaya panen.  

Pemilik lahan bertanggung jawab memastikan semua kebutuhan finansial 

untuk penanaman hingga pemanenan padi terpenuhi. Tanggung jawab ini tidak 

hanya mencakup penyediaan barang-barang fisik, tetapi juga mencakup 

pembiayaan jasa, seperti upah pembajakan lahan atau sewa alat-alat pertanian 

yang diperlukan. Dengan kata lain, pemilik lahan menjadi pemeran utama yang 

menopang pembiayaan dalam keseluruhan siklus tanam hingga panen padi. 

Penggarap lahan mengambil peran sebagai penyedia tenaga kerja. 

Penggarap bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan fisik dalam proses 

budidaya, mulai dari menanam padi, merawat tanaman, hingga memanen hasil. 

Tugas penggarap membutuhkan keahlian khusus dan ketekunan, karena 

keberhasilan panen sangat bergantung pada perawatan tanaman selama masa 

pertumbuhan. Oleh karena itu, penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas 

kelangsungan teknis pengelolaan sawah, yang meliputi pengairan, pengendalian 

hama, dan perlindungan tanaman dari risiko kerusakan. 

  Pada saat musim panen tiba, penggarap memanen padi pada lahan yang 

dikelolah. Kemudian menyerahkan semua hasil panen tersebut kepada pemilik 

lahan. Hasil panen padi pada musim hujan ini menjadi hak pemilik lahan secara 

utuh. Penggarap lahan tidak berhak atas hasil panen tersebut. Namun, biasanya 

apabila hasil panen berlimpah, pemilik lahan akan memberikan hadiah kepada 

penggarap lahan berupa sebagian hasil panen. Pemberian ini tidak dibahas dalam 

kesepakatan Kerjasama di awal. 

Penggarap mendapatkan hak pakai lahan untuk mengelola lahan tersebut 

secara mandiri ketika musim kemarau sebagai imbalan telah menggarap lahan 

ketika musim hujan. Pada masa tersebut, penggarap dapat memanfaatkan lahan 

untuk menanam komoditas lain dengan modal pribadi, dan hasilnya sepenuhnya 

menjadi milik penggarap. Pada masa ini, penggarap dapat menanam berbagai 

jenis tanaman yang cocok untuk musim kemarau, seperti jagung, sayuran, kacang-

kacangan, atau tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air. Proses 

penanaman, perawatan, hingga panen sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penggarap. Hasil panen pada musim kemarau menjadi hak penuh penggarap.
24
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Batas waktu dalam perjanjian praktik tebantigo yakni ada dua praktik, 

pertama ditentukan dengan musim yakni apabila musim hujan panjang maka bisa 

menanam dua kali masa tanam tapi jika musim hujan pendek hanya bisa 

dilakukan satu kali masa tanam, kedua ditentukan hanya satu kali masa tanam 

padi baik musim hujan panjang atau musim hujan pendek.
25

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kerjasama tebantigo Adalah 

kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan. Melalui 

kesepakatan ini, pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan biaya yang 

dibutuhkan dalam penggarapan lahan pertanian secara total. Sedangkan penggarap 

lahan bertanggung jawab melakukan penggarapan lahan dari awal penyiapan 

lahan sampai pada proses panen. Penggarapan lahan dilakukan sekali pada musim 

penghujan dan ada yang dua kali tergantung kesepakatan yang dilakukan. Hasil 

dari panen pada musim penghujan menjadi hak milik pemilik lahan secara utuh. 

Sedangkan penggarap lahan mendapatkan imbalan berupa hak pakai lahan 

pertanian pada musim kemarau. Pada musim kemarau, penggarap lahan 

menggarap lahan pertanian dengan biaya sendiri dan hasil panen yang didapatkan 

menjadi hak milik penggarap lahan secara utuh. 

Pembahasan 

Setelah penulis mentelaah praktik tebantigo yang berlaku di desa Ngambon 

Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, penulis melakukan penelusuran 

akad yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam menganalisa praktik 

tersebut. Dari sekian banyak macam-macam akad yang telah diakui legalitasnya 

dalam Khazanah hukum Islam, penulis memilih akad ijarah sebagai landasan 

teori.  

Pemilihan akad ijarah ini berdasarkan adanya kemiripan karakter antara 

akad ijarah dengan tebantigo yang berlaku di desa Ngambon. Dalam praktiknya, 

penggarap mengerjakan sawah milik pemilik tanah pada musim penghujan, 

sedangkan sebagai imbalannya, ia memperoleh hak guna atas lahan milik pemilik 

tanah pada musim kemarau. Pada praktik tebantigo terjadi pertukaran manfaat, 

yaitu manfaat tenaga kerja dengan manfaat hak guna lahan dalam jangka waktu 

tertentu dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. 

Untuk mengetahui keabsahan praktik tebantigo di desa Ngambon dengan 

menggunakan teori akad ijarah, perlu dilakukan telaah secara komprehensif 

keterpenuhan rukun dan persyaratan akad ijarah pada praktik tebantigo. Pada 

praktik tebantigo, rukun sighat akad ijarah diimplementasikan pada kesepakatan 

secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Adapun yang bertindak 

sebagai musta`jir pada praktik ini adalah pihak pemilik lahan. Dalam hal ini pihak 

pemilik lahan menyewa tenaga penggarap lahan untuk menggarap lahannya. 

Sedangkan penggarap lahan bertindak sebagai ajir khash, karena penggarap lahan 

hanya terikat dengan satu musta`jir saja dalam periode waktu yang disepakati. 
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Rukun manfaat yang menjadi objek akad pada praktik tebantigo adalah jasa 

menggarap lahan yang dibebankan kepada pihak penggarap lahan. Rukun upah 

pada akad ijarah  terdapat pada hak pakai atas lahan pertanian milik musta`jir 

yang diberikan kepada penggarap lahan selama musim kemarau. 

Berdasarkan pembagian rukun akad ijarah pada praktik tebantigo di atas, 

dapat disimpulkan bahwa praktik tebantigo merupakan akad ijarah `ala amal atau 

biasa dikenal dengan ijarah `ala dzimmah. Hal ini dikarenakan objek akad pada 

praktik tebantigo berupa jasa atau pekerjaan menggarap lahan yang dibebankan 

kepada pihak penggarap lahan selama musim penghujan. 

Persyaratan rukun sighat ijarah pada praktik tebantigo di desa Ngambon 

telah terpenuhi secara utuh. Pada praktiknya, kesepakatan dilakukan antara 

pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan setiap awal tahun secara lisan. Pada 

kesepakatan ini, terjadi kesesuaian antara ijab dari pihak para pemilik lahan dan 

qabul dari penggarap lahan terkait detail hak dan kewajiban masing-masing pihak 

beserta klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, 

tidak terdapat jeda Panjang yang memisah antara ijab dan qabul. Kesepakatan 

antara kedua belah pihak juga tidak dikaitkan dengan kondisi tertentu. 

Persyaratan rukun `aqidayn pada akad ijarah telah terpenuhi secara utuh 

dalam praktik tebantigo. Kedua belah pihak, baik pihak penggarap lahan dan 

pemilik lahan terdiri dari orang sudah berusia baligh dan berakal serta bukan 

merupakan orang yang tercegah melakukan transaksi. Kedua belah pihak 

melakukan kesepakatan kerja ini dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan 

maupun ancaman dari pihak manapun. Pihak penggarap lahan juga memiliki 

kewenangan melakukan jasa penggarapan lahan, dan pihak pemilik lahan juga 

memiliki kewenangan memberikan upah jasa berupa hak pakai atas lahan 

pertaniannya pada musim kemarau. Pihak penggarap lahan tidak mendapatkan 

manfaat dari pekerjaan yang dilakukan, karena hasil panen sepenuhnya menjadi 

milik pemilik lahan. 

Rukun manfaat (kegunaan) ijarah pada praktik tebantigo berupa jasa 

penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak penggarap lahan. Praktik ini 

ditinjau dari teori akad ijarah termasuk jenis akad ijarah fi dzimmah, karena 

objeknya berupa suatu jasa atau pekerjaan yang berada dalam tanggungan ajir 

yaitu pihak penggarap lahan. Berdasarkan Analisa penulis, seluruh persyaratan 

pada rukun ini telah terpenuhi secara utuh. Jasa penggarapan lahan yang 

dilakukan pada kesepakatan kerja ini merupakan suatu pekerjaan yang bernilai 

ekonomis. Jasa pada praktik ini juga dapat diketahui secara detail oleh kedua 

belah pihak. Dari segi bentuk pekerjaannya adalah melakukan penggarapan lahan 

pada musim penghujan. Jasa penggarapan lahan juga dapat dilakukan oleh 

penggarap lahan pada musim penghujan. Manfaat atas jasa tersebut juga bisa 

didapatkan oleh pemilik lahan selaku musta`jir. Pekerjaan yang dilakukan oleh 

penggarap lahan tidak berdampak pada berkurangnya badan penyedia jasa. Jasa 



penggarapan lahan merupakan bentuk pekerjaan yang diperbolehkan dalam 

Syariat Islam. Jasa yang menjadi objek akad bukan merupakan aktivitas yang 

wajib dilakukan oleh penggarap lahan sebelum terjadinya akad ijarah.  

Dalam kesepakatan ini juga telah dijelaskan terkait lahan yang menjadi 

lokasi penggarapan dilakukan, juga telah dijelaskan jangka waktu penggarapan 

lahan, yaitu pada musim penghujan. Penjelasan terkait waktu penggarapan 

meskipun tidak dijelaskan secara detail, tidak berdampak pada gugurnya 

keabsahan transaksi ijarah. Menurut para ulama, pada akad ijarah `ala amal yang 

dilakukan oleh ajir khash boleh dilakukan dengan menjelaskan waktu 

penggarapan secara detail saja, atau menjelaskan bentuk detail penggarapan saja. 

Apabila keduanya dijelaskan secara detail maka akad ijarah menjadi tidak sah. 

Pada praktik tebantigo ini, telah dijelaskan secara detail bentuk penggarapannya 

saja, sedangkan waktu penggarapannya hanya dijelaskan secara global yaitu pada 

musim penghujan.    

Upah dalam praktik tebantigo adalah berupa hak pakai lahan pertanian 

pada musim kemarau. bentuk upah berupa manfaat atau hak pakai atas suatu harta 

merupakan slaah satu bentuk upah yang dilegalkan dalam hukuk Islam. Pada teori 

akad ijarah, upah dapat benbentuk barang atau hak pakai atas suatu barang. Pada 

praktiknya, terdapat persyaratan upah yang telah dipenuhi dan ada pula 

persyaratan upah yang tidak terpenuhi. Adapun persyaratan yang telah terpenuhi 

adalah sebagai berikut: 1) Upah berupa harta yang suci, 2) Upah berupa harta 

yang dapat diambil manfaatnya dan dilegalkan oleh syariat Islam, 3) Upah dapat 

diserahterimakan kepada pihak yang menyewakan 4) Bentuk upah disebutkan 

dalam kesepakatan. Hak pakai lahan merupakan harta yang suci, dapat diambil 

manfaatnya, dilegalkan oleh syariat Islam, dapat diserahterimakan, dan telah 

disebutkan dalam kesepakatan awal. 

Pada rukun upah, terdapat dua persyaratan upah yang tidak terpenuhi 

dalam praktik tebantigo. Pertama, upah dalam praktik ini tidak dijelaskan secara 

detail terkait jangka waktu hak pakai lahan pertanian. Dalam kesepakatan awal 

hanya dijelaskan bahwa hak penggarap lahan adalah hak pakai lahan pada musim 

kemarau. Penyebutan musim kemarau dalam kesepakatan ini belum detail secara 

jumlah waktu, mengingat musim kemarau tidak dipastikan berjalan berapa bulan 

atau berapa hari. Tiap tahun musim kemarau terjadi secara tidak menentu jangka 

waktunya, terkadang musim kemarau berlangsung selama enam bulan, terkadang 

bisa lebih dari enam bulan. Tidak detailnya jangka waktu ini berakibat timbulnya 

gharar (ketidakjelasan) pada bentuk upah yang tentu saja dapat menjadi faktor 

timbulnya konflik antara kedua belah pihak. 

Persyaratan upah kedua yang tidak terpenuhi pada praktik tebantigo adalah 

penyerahan upah harus dilakukan secara kontan di muka. Persyaratan ini 

merupakan peryaratan yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzhab 

Syafi`I hal ini merupakan persyaratan pada akad ijarah `ala dzimmah. Sedangkan 



tiga madzhab lainnya tidak mempersyaratkan hal ini. Pada praktiknya upah baru 

diserahkan pada musim kemarau oleh pemilik lahan selaku musta`jir.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh persyaratan 

akad ijarah telah diimplementasikan pada praktik Kerjasama tebantigo di desa 

Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro kecuali dua persyaratan 

yaitu: pertama, bentuk upah yang harus dijelaskan secara detail. Kedua, 

penyerahan upah harus dilakukan secara kontan di awal.  

Menurut pandangan penulis setelah melakukan Analisa komprehensif 

kesesuaian praktik tebantigo terhadap teori akad ijarah, praktik tebantigo di desa 

Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro merupakan kesepakatan 

yang tidak sah menurut perspektif hukum Islam. Dampak hukum atas tidak 

sahnya akad ijarah pada praktik tebantigo adalah kewajiban pihak pemilik lahan 

untuk menyerahkan ujratu mitsil (upah standar) kepada pihak penggarap lahan 

berupa sejumlah nominal uang yang sesuai dengan standar upah pekerjaan 

penggarapan lahan di daerah setempat. 

Penutup 

Praktik tebantigo di desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten 

Bojonegoro memiliki kemiripan karakter dengan akad ijarah. Praktik ini menurut 

tinjauan hukum Islam tidak sah karena pada praktiknya upah yang disepakati 

tidak dijelaskan secara detail jangka waktu hak pakai lahan pertanian. Hal ini 

bertentangan dengan persyaratan rukun upah pada akad ijarah yang harus 

diketahui secara jelas bentuknya, jumlahnya, dan sifatnya. Di sisi lain, upah yang 

disepakati tidak diserahkan secara kontan di awal. Hal ini bertentangan dengan 

syaarat upah pada akad ijarah `ala dzimmah menurut madzhab Syafi`i. 

Untuk menghindari tidak sahnya kesepakatan kerja antara pemilik lahan 

dan penggarap lahan, penulis menyarankan agar kedua belah pihak menjelaskan 

detail jangka waktu hak pakai lahan dengan satuan bulan, misalnya enam bulan. 

Hal ini penting dilakukan dalam kesepakatan kerja untuk menghindari terjadinya 

ketidak pastian yang dapat menimbulkan konflik antar keduabelah pihak. Apabila 

saran ini dilaksanakan maka kesepakatan kerja tebantigo di desa Ngambon 

Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro menjadi kesepakatan yang sah 

dalam hukum Islam menurut perspektif ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan 

Hanbali. 

Pada penelitian ini, penulis hanya mengkaji salah satu praktik tebantigo 

di desa Ngambon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, yaitu 

penggarapan lahan hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan. Di Desa 

Ngambon terdapat bentuk praktik tebantigo yang lain, yaitu penggarapan lahan 

oleh penggarap lahan dapat dilakukan sebanyak dua kali pada musim penghujan 

apabila musim penghujan berlangsung lebih lama. Bentuk kedua dari praktik 

tebantigo belum dianalisa oleh penulis. Oleh karenanya, penulis menyarankan 



kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini dengan melakukan Analisa 

komprehensif pada bentuk tebantigo yang kedua. 
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